
'Menimbang : a.

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL4,

mengamanatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Pembangpnan Daerah tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah;

bahwa dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan

prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 14

Tahun 2013 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurrf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Katingan.

b.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2OO2, tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Ka.bupaten Gunung Mas,

Mengingat : 1.



4.

2.

3.

6.

7.

Kabupaten hrlang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten

Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Indoensia Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

undang-undang Nomor 77 Tahun 2OA3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 443715glegaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OOg tentang

Perubahan Kedua Atas lJndang-Undang Nomor 32 tahun 2AO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a8afl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemeintah Pusat dan Pemerintalean Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun ZOOZ tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjans Nasional Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOA\

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (L,embaran Negara Republik

5.

8.



9.

Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tartrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor l4o, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

(Lembaran Nege.ra Republik Indonesia Tahun 2ao6 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6ffil;

Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 97, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia'Nomor a66al;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOB tentang Pedoman

Evaluasi PenyelengaraarL Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS$l;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OA8 tentang Tahapan,

Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Peliaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2L, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7l;

10.

11.

12.

13.

14.



L6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor L 1

Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Pen5rursunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksalaan Musyawarah

Perencartaan Pembangunan Daeralr Provinsi lklimantan

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

20OS Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2AO5*2A25 (Irrnbaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 2);

Perahrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8

tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (fumbaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daeralr Kabupaten Katingan ([cmbaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2OLL tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspelctorat, Badan Perencanaan

Pernbangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

I(atingan (Lembaran Daerah Kabupaten Ifutingan Tahun 20LL

Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor O3 Tahun 2OL3

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Itutingan Tahun 2AL3-2OL8 (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLO tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna,n Daerah;
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23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OL3 tentang

Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL4;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2AL4 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Bupati Katingan Nomor L4 Tahun 2OL3 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2A14.

Menetapkan :

MEMUTUSI{AN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 14 TAHUN

2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2Ol3

tentang Rencana Kerja Pernbangunan Daerah Kabupaten I(atingan Tahun 2OL4

(Lampiran Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OL3 Nomor 1 11), diubah

sebagai berikutt:

1. Ketentuan Bab I pasal 1 Nomor 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat

RKPD-P adalah dokumen perubahan atas RKPD tahun berkenaan

sebagarmana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Ketentuan Bab II pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikurt:

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2OL4 merupakan

dokumen lanjutan dari dokumen RKPD Kabupaten Katingan Tahun



(1)

2}l4,yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari

RKPD Tahun 2O!4, meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembarrgunall',

rencana prograrn dan kegiatan prioritas daerah'

Pasal 3

perubahan RKPD Tahun 2aL4 sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 berisi pedoman, arahan dan aeuan bagi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan pada

tahun 2oL4 dengan memperhatikan asumsi-asumsi

sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2;

Penrbahan RKPD Tahun 2OL4 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SID TRIWUI,AN II

BAB IIi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAI.fr.M PERUBAHAN RKPD

BAB IV PENUTUP

Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 20rc sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2) pasal ini tertuang dalam larnpiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2OL4 sebagaimana dimaksud pasal 3

digunakan sebagai :

a. Pedoman bagl Pemerintah Kabupaten Katingan dalam

pen1rusunan raneangan Kebiiakan Umurn Perubahan APBD

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tahun 2Ot4 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk

dibahas, disepakati dan dituangkan ..dalam Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubatran antara DPRD Kabupaten

Iktingan dengan Bupati Katingan yang selanjutrrya akan

dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (P-APBD) Tahun 2OL4;

(2)

(3)



c.

PedomanbagSatuanKerjaPerangkatDaeratrdalam
penyesuaian Rencana Kerja Saftran Kerja Perangkat Daerah

(Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran

Sahran Kerja Perangkat Daerah (RI$PA-SKPD) Tahun 2OLa;

Alatuntukmenjaminketerkaitandankonsistensia"rrtara
perencanaan, Penganggaran' pelaksanaan dan Pengawasan

pembangunan'

Bablllpasal5danpasal6diubahsehinggaberbunyisebagai

Pasal 5

(I)SKPDmembuatl,aporanKinerjaSemesterataspelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran yarlgberisi uraian tentang Realisasi

Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

BappedadanPenanamanModalKabupatenKatinganpaling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester yang

bersangkutan;

(3) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenjadi rnasukan

dan bahan bagi analisis dan evaluasi usulan perubahan anggaran

yang diajukan oleh SKPD'

3. Ketentuan

berikut:

Pasal 6

TimAnggaranPemerintahDaerahKabupatenKatingan

menelaah dan mengendalikan kesesuaian antara RKA

perubahan RKPD Tahun 2oL4 Kabupaten Iktingan

Tahun 2O14i

berkewajiban

SKPD dengan

dan RAPBD

4. Ketentuan Bab IV pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Datam hal Perubahan RKPD Tahun 2Ol4 yang ditetapkan sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2OL4 maka

digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2OL4'



Pasal II

Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' '

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan

, 2E A9u9*{x 24rc

KABUPATEN KATINGAN

BERITA DAERAH KABUPATBN KATINGAN TAHUN 2O1+ NOMOR I59

tanggal, 27 Xoh 2aL4

effid


